WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR /<> TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI TAHUN 2023 PADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. AIR MINUM BANDARMASIH

Menimbang

Mengingat

(PERSERODA) KOTA BANJARMASIN
WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah,
Pendirian Badan Usaha Milik Daerah didasarkan pada
kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha Badan
Usaha Milik Daerah yang akan dibentuk, perlu
menyusun Laporan Evaluasi Tahun 2023 pada
Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum
Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin;

bahwa untuk melakukan Penyusunan Laporan Evaluasi
Tahun 2023 pada Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air
Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim
Penyusunan Laporan Evaluasi Tahun 2023 pada
Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum
Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurufa dan hurufb, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Laporan
Evaluasi Tahun 2023 pada Perusahaan Perseroan
Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota
Banjarmasin;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukkan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lemaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota
Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018
tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran,
Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 155);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
66);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan
Daerah Air Minum Bandarmasih Menjadi Perusahaan
Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih
(Perseroda) (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2022 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun
2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun
2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor
123);



Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Tahun 2023 pada
Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum
Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin, dengan
susunan dan tugas keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2023 pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi,
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan
Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah
pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan

Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2
November 2023.

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal U Oktober 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

-

IBNU SINA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR /<> TAHUN 2023

TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI TAHUN 2022 PADA

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. AIR MINUM
BANDARMASIH (PERSERODA) KOTA BANJARMASIN

TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI TAHUN 2023 PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PT. AIR MINUM BANDARMASIH (PERSERODA) KOTA BANJARMASIN

No Nama Tugas Besaran Honorarium

1 2 3 4

1 | Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian | Menyusun Laporan Evaluasi Tahun 2023 Pada Rp. 60.000.000,-
kepada Masyarakat (LP2M) Sekolah Tinggi | Perusahaan Persroan daerah PT. Airr Minum (1 kali dibayarkan)
[Imu Ekonomi Indonesia Banjarmasin Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,

%_

IBNU SINA




